GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR: 158/KTPS/BAPPEDA/2021
TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2018-2023

Menimbang

Mengingat

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 267 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palembang
sebelum ditetapkan perlu dilakukan evaluasi agar tidak
bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur
tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Palembang Tahun 2018-2023;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1814);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan MNasional {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan  Jangka ~ Panjang  Nasional  Tahun
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);



6. Tabel 8.1 dan 8.2, untuk tahun 2019 dan 2020, khususnya tahun
2019 agar mencantumkan realisasi juga, tidak hanya target.

7. Tabel 8.2, Target Capaian Produktivitas sampai dengan Tahun 2023
sudah ada, namun Target Produksi Padi belum ada.

8. Tabel 8.3, Satuan Nilai Tukar Nelayan seharusnya persen, bukan
Nilai Tukar Nelayan, Nilai Tukar Nelayan pembudidaya tidak ada,
Nilai Tukar Usaha Pertanian tidak ada, agar diperbaiki.

Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani.

FUBERNUR SUMATERA SELATAN,

/ 4_ H. HERMAN DERU



